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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II GEDUNG KEUANGAN NEGARA I LANTAI 1 JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 MAKASSAR KODE POS 90232 TELEPON (0411) ( 456958, 457932 ; FAKSIMILE (0411) 456958 ; SMS CENTER 0853-944-36646 EMAIL [email protected] , [email protected] ; SITUS http://kppnmakassar2.net



Yth. Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah Kerja KPPN Makassar II



SURAT EDARAN NOMOR SE - 02/WPB.24/KP.02/2014 TENTANG PANDUAN SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) BAGIAN KEDUA A.



Umum Terhitung mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2014, KPPN Makassar II telah melaksanakan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Tahap II.B bersamaan dengan seluruh KPPN dalam lingkup wilayah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tengga Timur, dan Sulawesi Selatan.



B. Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini diperlukan karena masih banyaknya SPM satker yang tertolak karena menggunakan supplier yang sudah terdaftar di SPAN oleh satker lain baik dalam satu KPPN atau lain KPPN. Surat Edaran ini juga sebagai panduan satker dalam melakukan koreksi atas SPM yang sudah menggunakan SPAN maupun koreksi atas setoran penerimaan negara yang sudah menggunakan MPN G-2. G Diharapkan dengan terbitnya Surat Edaran ini dapat meningkatkan pemahaman satker akan kaidah SPAN. C. Ruang Lingkup Surat Edaran ini dapat menjadi pedoman satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Makassar II dalam menghadapi aplikasi SPAN yang sudah dipergunakan terhitung mulai hari Senin tanggal 23 Juni 2014. D. Dasar 1 2 3 4 5



Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-58/PB/2013 PER tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Negara Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-16/PB/2014 PER tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada SPAN; Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor : S-751/PB.8/2014 751/PB.8/2014 tentang Konfirmasi Status Rekening Penerima Bantuan Sosial Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-01/WPB.24/KP.0250/2014 SE 01/WPB.24/KP.0250/2014 tentang Panduan Satuan Kerja dalam Menghadapi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



-- 2 --



E. Pembuatan SPM Bantuan Sosial/Beasiswa (tipe 6) 1. Untuk meminimalisir retur SP2D, maka harus dipastikan bahwa rekening penerima Bansos/Beasiswa dalam posisi aktif. 2. Sebelum membuat SPM, PPK/PPSPM Satker agar melakukan konfirmasi kepada pihak Bank rekening tujuan akan status rekening penerima menggunakan format sesuai Lampiran I; 3. Untuk penerima yang statusnya sudah aktif, agar segera dibuatkan SPM. Sedangkan untuk rekening yang pasif, agar segera dikonfirmasikan kepada pihak penerima Bansos/Beasiswa; 4. Daftar Konfirmasi Status rekening yang sudah ditandatangani oleh petugas Bank tersebut harus dilampirkan dalam pengajuan SPM ke KPPN. F. Perekaman Supplier PT. PLN dengan virtual account pada Aplikasi SPM 2014 1. Untuk pembayaran langganan daya dan jasa PT. PLN (Persero) dibawah Rp. 50.000.000,disarankan isarankan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP); 2. Untuk pembayaran langganan daya dan jasa PT. PLN (Persero) diatas Rp. 50.000.000,harus menggunakan mekanisme SPM-LS SPM (Langsung) dengan virtual account; account 3. Satker agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. PLN (Persero) setempat tentang nomor virtual account yang dipergunakan untuk membayar tagihan listrik kantor masing-masing; 4. Perekaman dan pengisian data Supplier PT. PLN (Persero) pada Aplikasi SPM di level ADMIN agar berpedoman pada Lampiran II surat edaran ini; 5. Daftar nomor virtual account yang sudah terdaftar pada SPAN sesuai Lampiran III; II 6. Pada Tahap 1, wilayah Sulawesi Selatan terdiri dari 279 rekening Virtual Account PLN. Rekening virtual account masih dapat bertambah sesuai dengan surat dari PLN berikutnya. berikutnya G. Ketentuan Koreksi Transaksi Pengeluaran (SPM/SP2D) 1. Tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang & sisa pagu pada DIPA menjadi minus; 2. Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2 (Kode KPPN); 3. Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlah uang. ua H.



Mekanisme Koreksi Transaksi Pengeluaran (SPM/SP2D) Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran IV dengan dilampiri : a. Copy SPM & Daftar SP2D sebelum koreksi; b. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran V; c. SPTJM sesuai format Lampiran VI; d. SPM setelah koreksi & ADK Koreksi SPM.



I.



Mekanisme Koreksi Transaksi BLU (SP2B-BLU) (SP2B Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran IV dengan dilampiri : a. Copy SP3B-BLU & SP2B-BLU sebelum koreksi; b. Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran V; c. SPTJM sesuai format Lampiran VI; d. SP3B-BLU BLU setelah koreksi & ADK Koreksi SP3B-BLU. Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami
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J.



Mekanisme Koreksi Transaksi Hibah Langsung (SPHL) Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran IV dengan dilampiri : a. b. c. d.



K.



Copy SP2HL & SPHL sebelum koreksi; Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran V; SPTJM sesuai format Lampiran VI; SP2HL setelah koreksi & ADK Koreksi SP2HL.



Mekanisme Koreksi Transaksi Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL MPHL-BJS) Satker mengajukan surat permintaan koreksi ke KPPN sesuai format Lampiran IV dengan dilampiri : a. b. c. d.



L.



BJS & Persetujuan MPHL-BJS MPHL sebelum koreksi; Copy MPHL-BJS Detil Permintaan Koreksi sesuai Lampiran V; SPTJM sesuai format Lampiran VI; MPHL-BJS BJS setelah koreksi & ADK Koreksi MPHL-BJS.



Ketentuan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara (Setoran) 1. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS; 2. Tidak merubah total nilai penerimaan; penerimaan 3. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan Satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan; 4. Apabila terdapat permintaan koreksi atas setoran dari Satker dalam wilayah kerja KPPN lain, KPPN akan meneruskan permintaan koreksi koreksi dimaksud kepada KPPN lain tersebut; 5. Dalam hal KPPN lain tersebut di atas belum melaksanakan SPAN, maka permintaan koreksi setoran akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat TP.



M. Mekanisme Koreksi Transaksi Penerimaan Negara (setoran) Satker mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara ke KPPN sesuai format Lampiran VII dengan dilampiri : a. Copy SSP/SSBP/SSPB/SSPCP beserta NTPN/BPN; b. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai format Lampiran VIII; c. ADK Koreksi setoran hasil dari Aplikasi K2PN/Konfirmasi Setoran terbaru. Terkait pelaksanaan Piloting SPAN, kami perkirakan dalam 1-2 bulan pertama ini terjadi gangguan/keterlambatan pelayanan kami terkait upload data supplier sebagai data awal SPAN. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian disampaikan sampaikan untuk dipedomani. Ditetapkan di Makassar Pada tanggal : 14 Juli 2014 KEPALA KANTOR,



TEDDY NIP. 197011291997031001 Tembusan: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulsel di Makassar. Makassar Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran I Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran II Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-01/WPB.24/KP.0250/2014 01/WPB.24/KP.0250/2014



Perekaman Supplier pada Aplikasi SPM level ADMIN  pilih REFERENSI I, I lalu pilih SUPPLIER, dan Rekam :



Lalu klik TAMBAH ALAMAT untuk pengisian detail alamat :



Lalu klik TAMBAH REKENING untuk pengisian detail rekening :



Bank Mandiri



KETERANGAN : Pengisian Aplikasi SPM pada Satker harus sama dengan contoh di atas untuk semua isian kecuali untuk isian dengan tanda petik (“...” “...”) Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran IV Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran V Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran VI Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran VII Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Lampiran VIII Surat Edaran Kepala KPPN Makassar II Nomor : SE-02 02/WPB.24/KP.0250/2014



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami




















SE-02.pdf






... kerjasamanya kami ucapkan. Ditetapkan di Makassar. Pada tanggal : 14 Juli 2014. KEPALA KANTOR,. NIP. 197011291997031001. Page 3 of 14. SE-02.pdf. 
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